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AKBAR TANJUNG DAN WIRANTO TIDAK LAYAK JADI PRESIDEN

Reposisi Indonesia pasca Bom Bali, 12 Oktober, 2002,  dan dinamika geopolitik global membutuhkan manajemen kepemimpinan (leadership Management) yang memberikan prioritas pemulihan krisis multi dimensi saat ini. Hal tersebut sangat penting sebagai proses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta bangkitnya dari kompleksitas permasalahan baogsa yang bertubu-tubi.

Bagaimanapun, manajemen kepemimpinan bangsa ini merupakan kesalahan rezim orde baru sebagai pengalaman masa lalu yang harus kita hindari, dan sebagai pelajaran berharga bangsa Indonesia kedepan. Visi dan misi leadership harus tidak kooperatif bagi proses terjadinya korupsi sebagai nilai mendasar terhadap runtuhnya “image” Indonesia bagi prespektife penanaman modal langsung (Direct Invesment). Walaupun, beberapa tahapan tahapan pencalonan presiden mendatang harus meninggalkan pelajaran buruk  untuk bangkitnya Indonesia dari multi krisis.

Prioritas pemulihan krisis multi dimensi diatas seharusoya menjadi tahapan-tahapan teknis bagi pemulihan ekonomi dan pemberdayaaan rakyat. Tetapi, justru wacana dan keinginan untuk menghindari kerusakan lagi, tidak menjadi perhatiaan bagi para pemimpin bangsa, para pengambil keputusan, termasuk para calon presiden pada pemilu 2004 mendatang.

RE-EVALUASI  PARTAI POLITK INDONESIA 

Realitas social politik bagi Indonesia bahwa partai golongan karya (GOLKAR) merupakan elemen penting bagi perjalanan reformasi, koalisi PDI-P, dan PPP dalam menjalankan pemerintahan saat telah menghilangkan subtansi dari makna sebenarnya, yaitu ‘social englightenment and empowerment’ . Kita harus menyadari, bahwa sepanjang sejarah bangsa ini selalu mengalami proses “pembodohan” karena para politisi dan partai politik tidak mempunyai ’rules of game’ dalam perebutan kepentingan dak kekuasaan. Sehingga cita cita yang diharapkan masyarakat banyak tidak tercapai dan premanisme sebagai selalu menjadi alternative terakhir bagi seluruh pendekatan kepentingan. Sesungguhnya, rules of games tersebut bagi para politisi dan seluruh anggota legislative akan menggambarkan bahwa bangsa kita menjadi ‘civilization-country’

Saat ini, fenomena pencalonan presiden menjelang pemilu 2004, merupakan agenda besar bangsa ini, tampa harus melupakan pengalaman dan pelajaran bangsa sehingga terjadinya krisis multi dimensi. BMNU melihat bahwa korupsi dan nepotisme merupakan akar dari budaya yang telah menjadi sorotao masyarakat international. Walaupun, secara politis, bahwa kekuasaan harus di raih dengan segala cara, yang menyebabkan keresahan kita sebagai generasi muda yang  mengharapkan kelanjutan berbangsa bernegara dan menanggung beban peradaban yang ‘sakit’ saat ini





Kita melihat dari berbagai rangkaian kekerasan negri ini, dari kasus Semanggi, I dan II, dan pelanggaran HAM di Timor Leste laksana peristiwa holocaust yang dilaksanakan oleh Nazi Hitler seharusnya menjadikan pelajaran bagi bangsa ini untuk tidak terulang lagi bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepan

REKOMENDASI-REKOMENDASI BMNU

Latar belakang diatas merupakan latar belakang kita sebagai Assosiasi professional yaitu BMNU untuk memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pelaksanaan pencalonan Presiden mendatang. Bagaimanapun, hal ini merupakan hal yang subtantif bagi proses pendidikan dan pencerahan . Masyarakat Indonesia seharusnya menyadari dan mengetahui siapa saja yang berhak memimpin bangsa ini. Maka BMNU merekomendasikan bahwa kami atas nama kalangan professional NU menolak dan menentang pencalonan:

1. Ir. H. Akbar Tanjung 

2. Jend. (Purn) Wiranto

Sebagai calon president mendatang. Sebagai konsekwensi kertelibataonya dengan lembaga peradilan dan hasil keputusan pengadilan terhadap tanggung jawab penyalah gunaan dana Negara. Kemudian, berbagai kasus yang melibatkan rakyat banyak dan atas pertanggung jawabannya terhadapa public, sering kali para elit politik dan pemimpin bangsa ini tidak pernah mempertanggung-jawabkan  atas lembaga yang dipimpin. Maka, serangkaian kekerasan pada Semanggi I dan II dan kebijakan klimaknya kekerasaan di Timor Leste adalah pertanggung-jawaban Jend (purn) Wiranto, Maka BMNU menolak pencalonannya, sebagai bentuk pertanggung-jawaban moral seorang pemimpin.

Hormat kami,

Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU)

Nur Hamid Ketang

Koordinator Pendidikan dan Pengembangan International
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